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Dalam kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang mana
telah mendel egasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan
non perizinan di bidang penanaman modal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengaturan hukum serta peralihan
wewenang dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya terkait perizinan dan non perizinan
di bidang penanaman modal di Provinsi Bengkulu. Selain itu, penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan
untuk memberikan masukan dalam memperbaiki pengaturan serta pelaksanan sistem pelayanan terpadu satu
pintu pada bidang penanaman modal di Provinsi Bengkulu.

M etode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum
yang dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan yang dititikberatkan kepada analisis terhadap peraturan
perundang-undangan serta data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sehingga penelitian
ini dispesifikasikan ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan tahap-tahap penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai PTSP di Provinsi Bengkulu tidak mengatur secara
detail beberapa aspek penting pelaksanaan PTSP itu sendiri seperti SDM, Keuangan dan Pengawasan, selain
itu bentuk kelembagaannya masih setingkat kantor dimana notabene SKPD teknis yang bersinggungan
dengan KP2T Provinsi Bengkulu telah berbentuk Dinas atau Badan yang mengakibatkan kesenjangan eselon
pimpinan. Oleh karenanya diperlukan perubahan terhadap pengaturan pelaksanaan PTSP di Provinsi
Bengkulu kedepannya agar dapat berjalan dengan optimal dalam melayani masyarakat.
<hr><i>Implementation of licensing and non-licensing servicesin locality government has been set up to
use the One Stop Service (OSS), is no exception with Bengkulu Province Government which has been
delegated one stop services authority to their own special local unit, including licensing and non-licensing in
the field of investment.

This study aimsto gain an idea of how the legal arrangements and transfer of authority in the
implementation of the One Stop Services in particular related to the licensing and non-licensing in the field
of investment in the Province of Bengkulu. In addition, this thesis also has the objective to provide input to
improve the regulation and conduct of integrated one-stop service system in the field of investment in the
province of Bengkulu.

Method approach in this study is normative juridical approach, legal research conducted through library
research focused on an analysis of the legislation and the data obtained from observations and interviews, so
this study is specified in the descriptive research analytical, with the stages of the research literature and
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field research.

This study shows that the regulation of PTSP in Bengkulu province does not regulate in detail some
important aspects of the implementation of the OSS itself like human resources, finance and control,
otherwise it the forms of institutions level is still offices, whereas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) as
the counterpart of KP2T Bengkulu Province has institutional form with Department or Body which resulted
agaps of echelon leaders. Therefore, government need to changes the regulation of OSS implementation at
Bengkulu Province in the future, to making the implementation of public services run better.</i>



